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Kewenangan Peradilan adat Gompong sebagaimana disebutkan 

dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan 

Istiadat, dimana kewenangan tersebut merupakan pendelegasian 

kewenangan peradilan formal agar terlebih dahulu diselesaikan melalui 

mekanisme peradilan Gampong. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

16 dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat mengatur sengketa apa yang 

termasuk dalam kewenangan peradilan adat yakni tindak pidana ringan 

yang harus diawali dengan mekanisme penyelesaian hukum adat. 

Peradilan adat dipercayakan sebagai mekanisme dari penanganan 

tindak pidana ringan terlebih dahulu dapat selesaikan melalui 

mekanisme peradilan adat Gampong, sebagaimana Surat Keputusan 

Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh 

tertanggal 20 Desember 2011 yang dijabarkan dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 60 Tahun 2013. 

Penguatan peradilan adat Gampong sebagai bentuk legitimasi 

peradilan adat, sejauh ini telah banyak aturan-aturan sejenis untuk 

menguatkan eksistensi peradilan adat Gampong sebagai salah satu 

upaya penyelesaian secara damai di Gampong melalui Qanun Aceh No. 

9 tahun 2008 tentang Pembinaan adat istiadat, disahkan Qanun No. 10 

Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan kesepakatan bersama antara 
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gubernur, kapolda, ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 

1054/MAA/XII/2011 dan No. B/121/1/2012 tentang Kesepakatan 

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana ringan melalui Peradilan Adat 

Gampong mempertegas posisi dari peradilan adat Gampong. 

Peradilan adat Gampong yang terdapat di Kab Bireuen dimana Kab. 

Bireuen yang terdiri atas 17 Kecamatan yang antara lain Samalanga, 

Jeunib, Peudada, Jeumpa, Peusangan, Makmur, Gandapura, Pandrah, 

Juli, Jangka, Simpang Mamplam, Peulimbang, Kota Juang, Kuala, 

Peusangan Sibalah Krueng, Peusangan Selatan, Kuta Blang dengan 

jumlah penduduk sebanyak 440, 350 Jiwa, yang masing-masing daerah 

memiliki Peradilan Adat Gampong secara Otonom. Kab Bireuen daerah 

yang masih kental terhadap adat istiadatnya memiliki cara aturan 

sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dengan lahirnya 

qanun adat dan istiadat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan 

Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang selanjutnya disingkat menjadi 

Qanun Adat Istiadat. Penyelesaian perkara yang merupakan 

kewenangan dari lembaga peradilan adat itu meliputi perkara 18 

perkara baik perkara perdata maupun pidana. 

Lahirnya aturan yang memberikan legalitas Gampong dalam 

menyelesaikan persoalan di masyarakat sebagai mana kewenangan 

dalam qanun adat istiadat di Aceh, apakah sudah memberikan dampak 

terhadap sistem peradilan formal, mengingat qanun adat istiadat 

diberikan agar persoalan sengketa di masyarakat dapat diselesaikan 

oleh peradilan adat Gampong sehingga dengan adanya qanun adat ini 
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dapat memberikan sebuah solusi tentang persoalan hukum misalnya 

over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) dimana konsep restoaktif 

justice pada peradilan Gampong sangat membantu pemerintah dalam 

menjawab persoalan hukum tersebut.  

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui Efektifitas Keberadaan Peradilan Adat Gampong dalam 

Pemanfaatan Penyelesaian Permasalahan oleh Masyarakat Bireuen. 

Adapun tujuan khusus Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

efektivitas pemanfaatan peradilan adat Gampong dalam penyelesaian 

permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat Bireuen.  
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TINJAUAN UMUM  

HUKUM ADAT DI INDONESIA 
 

 

A. PENGERTIAN HUKUM ADAT DAN ADAT ISTIADAT 

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki 

adat kebiasaannya yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang 

satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai 

yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa 

yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak 

bias begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun di 

sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat 

kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan 

zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah 

kemajuan zaman.1  

                                                           
1  Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, et.al. Buku Ajar Hukum Adat. 

Madza Media, 2021. Hlm. 1 
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A. ABSTRAK  

Kewenangan Peradilan adat Gompong dalam qanun Aceh Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat. Salah satunya 

memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa keperdataan 

maupun pidana yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan 

formal, dengan pendelegasian tersebut memberikan peranan Peradilan 

Adat sangat penting. Namun dengan kewenangan yang sangat besar 

yang diberikan tersebut sejauh mana peradilan adat Gampong tersebut 
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ABSTRAK 

 Lahirnya qanun kehidupan adat dan istiadat sebagai ligitimasi 

untuk menyelesaikan tindak pidana ringan atau (TIPIRING) yang 

disebutkan dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana (KUHP) menjadi salah satu kewajiban para pihak harus terlebih 

dahulu diselesaikan melalui peradilan adat Gampong sebelum perkara 

tersebut ditangani oleh pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain 
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PERADILAN ADAT DAN  

PUTUSAN PERADILAN ADAT 
 

 

A. SEJARAH HUKUM ADAT DAN PERADILAN ADAT DI ACEH  

1. Sejarah Hukum Adat di Aceh  

Hukum adat Aceh pertama kali muncul pada abad ke 13 M. Hukum 

adat Aceh muncul diawali dengan berdirinya kerajaan islam besar di 

Aceh yaitu Kerajaan Samudera Pasai, pada masa kejayaan kerajaan 

Samudra Pasai banyak lahir ulama-ulama yang akhirnya membuat raja 

Samudra Pasai yaitu syeh Ismail bertekat untuk menyebarkan agama 

Islam ke nusantara setelah dia mengislamkan raja kerajaan Pasai, 

Merah Silu selain itu juga dipicu dengan ketertarikan sultan Malaka, 

Mansur Syah dengan salah datu kitab yang dibawah oleh Syah Maulana 

Abu Bakar dengan judul “Durr Al-Manzum”. Karena ketertarikannya, 

Sultan Masur Syah memerintahkan beberapa ulama untuk 

menterjemahkan Kitab Durr Al. Manzum. 
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